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ABSTRAK

Berbagai perbuatan hukum mengenai tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.
Tanpa bukti berupa akta PPAT, para Kepala Kantor Pertanahan dilarang mendaftar perbuatan hukum
yang bersangkutan. Selain itu, dilarang orang lain selain PPAT membuat akta-akta yang dimaksudkan.
Artinya PPAT diberi kewenangan khusus dalam pembuatan akta-akta tersebut. Penggunaan Akta Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagéi ékta 6tenﬁk nﬁe‘merlukan‘ proses yang sesuai dengan aturan yang
telah ditetapkan jika dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Pembuatan akta PPAT
haruslah memenuhi tata cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang dan peraturan lainnya.Proses
pembuatan akta yang tidak sesuai dengan tata cara dapat menimbulkan resiko bagi kepastian hak atas
tanah yang timbul atau tercatat atas dasar akta tersebut. Peristiwa perdata yang telah diperjanjikan dalam
proses akta PPAT itu dibuat jika tidak dipatuhi oleh para pihak akan menimbulkan perkara pidana, salah
satunya perkara pidana penipuan. PPAT sebagai seorang pejabat umum harus berada diantara para pihak
yang menuangkan keinginannya kedalam suatu akta. Seorang PPAT juga tidak boleh mempengaruhi atau
menjanjikan sesuatu kepada para pihak; hingga kemudian bisa menimbulkan wanprestasi baik para pihak
maupun PPAT itu sendiri: yang melakukan tindak pidana penipuan. Kendati akta yang dilahirkan oleh
seorang PPAT tetaplah akta otentik dalam pembuktian, namun dalam proses pembuatannya telah ada
tindak pidana penipuan oleh seorang PPAT, ada unsur membujuk, menjanjikan dan menguntungkan para
salah satu pihak penghadap. Ini sudah jelas melanggar aturan kode etik PPAT dan imbasnya
menimbulkan kerugian salah satu pihak, sehingga ada pelaporan kepada polisi. Pengambilan Minuta Akta
PPAT sebagai alat bukti juga perlu proses yang tepat sesuai aturannya, kegunaannya adalah untuk
melindungi dokumen negara.
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